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SALINAN

BUPATI KEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 19 TAHUN 2009
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 239 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menier
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan sesuai Sural
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.?00/079/BAKD
tanggal 12 Pebruari 2008 perihal Pedoman Penyusunan
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Nota Dinas dari
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asetf
Daerah Nomor 900/ 5485 /418.49/2009 tanggal 7
Desember 2009 perihal Kebijakan Akuntansi serta Berita
Acara Rapat Nomor 580/ 5528 /418.49/2009 tanggal 8
Desember 2009, perlu mengatur Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Kedin dengan berpedoman
pada Standar Akuntansi Pemerintahan:;

b. bahwa Peraturan Bupati Kediri Nomor 18 Tahun 2006
tentang Kebijakan Akuntansi sudah tidak sesuai dengan
kondisi saat ini maka perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkar:
Peraturan Bupati tentang Kebijakan  Akuntans
Pemerintah Kabupaten Kediri;

Mengingat > 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembenturxan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa

Timur,



2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor ] Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentarig
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
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10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 ftentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

14.Peraturan  Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 fentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembincan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintan
Daerah | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17.Peraturan  Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007 fentang
Pembagian Urusan pemerintahan  antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota [ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

18.Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  4330)
sebagaimana telah divbah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007;

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang

Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

s
2.

Daerah adalah Kabupaten Kediri.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kediri.

4. Akuntansi adalah proses  pencatatan,pengukuran,pengklasifikasian,

pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas
hasilnya, serta penyajian laporan.

Kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang
mendasari  penyusunan dan  pengembangan  Standar  Akuntansi
Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi  Pemerintahan  dan
merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan,
penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan
atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintanh.



6. Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-
prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku  pengguna
anggaran/pengguna barang.

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah perangkat daerah pada pemeritah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan
kevuangan daerah

9. Pejobat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya
disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip
efisiensi dan produktivitas.

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kediri terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-
dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilin
oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dalam penyusunan dan penyagjian laporan
keuangan.

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan dibangun atas dasar Kerangka
Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kediri yang mengacu
pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah.
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Pasal 4
Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor SE.?00/079/BAKD tanggal 12 Pebruari 2008 perihal
Pedoman Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Nota Dinas dari
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  Nomor
900/5485/418.49/2009 tanggal 7 Desember 2009 perihal Kebijakan Akuntansi serta
Berita Acara Rapat Nomor 580/ 5528/ 418.49/ 2009.

Pasal 5

Uraian kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kediri sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari :

l. Lampiran | : Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Kediri.

2. Lampiran Il : Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kediri:
1. Penyqjian Laporan Keuangan;

. Laporan Realisasi Anggaran;

. Neraca;

. Laporan Arus Kas;

. Catatan Atas Laporan Keuangan;

. Akuntansi Pendapatan;

. Akuntansi Belanja;

. Akuntansi Pembiayaan;

0 ® N o W N

. Akuntansi Aset;

10. Akuntansi Kewajiban;

11. Akuntansi Ekuitas Dana;

12 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa
Luar Biasa;

13. Laporan Keuangan Konsolidasi.

Pasal é
Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus dijadikan
pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja

Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri

dalam menyusun Laporan Keuvangan.
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Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 15 - 12 - 2009
BUPATI KEDIRI,

TTD.

SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Diundangkan di Kediri SEKRETARIS DAERAH

pada tanggal, 15 - 12 - 2009 Asisten Administrasi Umum
u.b.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI Kepala ian Hikum
T1D.
EKO SWATMIKO,/SH. MM 7
Pembina - :
SUPOYO NIP 196503151992021002

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2009 NOMOR 19




LAMPIRAN | : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 19 TAHUN 200¢
TANGGAL 115 - 12 - 200¢

KERANGKA KONSEPTUAL
KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

A. PENDAHULUAN

I.  Tujuan

1. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kediri
ini mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan
untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian
laporan keuangan pemerintah daerah. Kerangka konseptual mengakui
adanya kendala dalam lingkungan pelaporan keuangan.

2. Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah ini
adalah sebagai acuan bagi :

a) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi
yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;

b) auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan
keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan

¢) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang
disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan
akuntansi.

3. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat
masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Kediri.

4. Kebjjakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih
berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam

penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kerangka Konseptual Kebijakan Akwortanst pemerintah Kabupaten Kedirt 1



5. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan
keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan
keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode

6. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan kebijakan
akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan relatit
terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian
diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan

akuntansi di masa depan.

II. Ruang Lingkup
7. Kerangka Konseptual ini membahas:
(a) Tujuan Kerangka Konseptual;
(b) Lingkungan Akuntansi Pemerintah daerah;
(c) Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan;
(d) Pengguna dan Kebutuhan Informasi;
(e) Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan;
(f) Unsur/Elemen Laporan Keuangan;
(g) Pengakuan Unsur Laporan Keuangan;
(h) Pengukuran Unsur Laporan Keuangan;
(1) Asumsi Dasar;
(j) Prinsip-Prinsip;
(k) Kendala Informasi Akuntansi; dan
(I) Dasar Hukum.
8.  Kerangka Konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan setiap entitas
akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Kediri, yang

memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan

daerah.

B. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

9. Lingkungan operasional organisasi pemerintah daerah berpengaruh

terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.

(RS

Kerangka Konseptual Kebijakan Alkuntansi Pemerintah Kabupaten Kedini
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10.  Ciri-cirj penting fingkungan Pemerintah daerah yang  per|y

d:pertlmbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansj Jap pelaporan

keuangan adalah sebagai berikyt -

(2) sistem Pe€merintahan otonomi;
(3) adanya Pengaruh proseg politik;

4) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan Pemerintah

daerah.
(b) Cirj keuangan bPemerintah daerah yang penting bagi pengendalijan -

(1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan

sebagai alat pengendalian;
(2) investas;i dalam  gget yang  tidak langsung menghasilkan

Pendapatan,

RIUTAMA STRUKTUR PEMERINTAH DAERAH DAN PELAYANAN YANG

DIBERIKAN -

Bentuk Umum Pemerintah daerah dan Pemisahan Kekuasaan

11.

12,

Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik  Indonesia yang berazas
demokrasi, kekuasaan ads; di tangan rakyat. Rakyat mendelegasikan
kekuasaan kepada pejabat publik melalui Proses pemilihan. Sejalan dengan
pendelegasian  kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang di antara
eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem inj dimaksudkan untuk
mengawasi  dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan
penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggaraan pemerintah daerah.
Berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku, diberlakukan otonomi
daerah di tingkat kota dan atau kabupaten, sehingga pemerintah daerah
kota/kabupaten memiliki kewenangan mengatur dirinya dalam urusan-
urusan tertentu

p daerah, pihak eksekutif
Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan p

i ! A ihe gislatif untuk
menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada pihak legislatif u
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mendapatkan persetujuan. Pihak eksekutif bertanggung jawab atas
penyelenggaraan keuangan tersebut kepada pihak legislatit dan rakyat.

Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer Pendapatan antar Pemerintah

13. Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem
Pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas
cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih
sempit. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau
bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem
bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas
pemerintahan.

Pengaruh Proses Politik

14. Salah satu tujuan utama pemerintah daerah adalah meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah berupaya
untuk  mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan
kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak dan
sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu
ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah
berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan
yang ada di masyarakat.

Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan Pemerintah Daerah

15. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dapat berupa pajak
pemerintah pusat maupun pajak daerah meskipun pemungutannya
dilakukan oleh pemerintah daerah. Mekanisme otonomi memungkinkan
adanya bagi hasil atas pemungutan pajak-pajak tersebut.
Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah daerah memungut secara
langsung atas pelayanan yang diberikan dalam bentuk retribusi, sebagian
pendapatan pemerintah daerah bersumber dari pungutan pajak dalam
rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak vang
dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan

pemerintah daerah kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan

Kerangha Konseptual Kebjakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kedirt +



yang diberikan oleh pemerintah daerah mengandung sifat-sifat tertentu

yang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan keuangan,

antara lain sebagai berikut :

(a) Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya
suka rela.

(b)Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak
sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, scperti
penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai
tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh.

(c) Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dibandingkan
dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering
sukar diukur sehubungan dengan pelayanan oleh pemerintah daerah.

(d) Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan

pemerintah daerah adalah relatif sulit.

CIRI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG PENTING BACGI

PENGENDALIAN:

Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal, dan Alat

Pengendalian

16. Anggaran pemerintah daerah merupakan dokumen formal hasil
kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja vang ditetapkan
untuk melaksanakan kegiatan pemerintah daerah dan pendapatan yang
diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan
vang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan
demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah daerah mempunyai
pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain
karena :
(a) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
(b) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan

antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.

Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi pemerintah Kabupaten Kediri 5]



(c) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi
hukum.

(d) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah daerah.

(e) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan
pemerintah daerah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah

daerah kepada publik.

Investasi dalam Aset yang Tidak Menghasilkan Pendapatan

17,

Pemerintah daerah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk asct
yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah
daerah, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan
reservasi. Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang
lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai
diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan
demikian, fungsi aset dimaksud bagi pemerintah daerah berbeda dengan
fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak
menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah daerah, bahkan
menimbulkan komitmen pemerintah daerah untuk memeliharanya di masa

mendatang,

PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

Peranan Laporan Keuangan

18.

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan
informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi
yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.
Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk
membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran vyang,
telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi
pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap

peraturan perundang-undangan.

Kerangka Konseptual Kebijakan Akwntansi Pemerintah Kabupaten Kediri 6]



19. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya
yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan
secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk
kepentingan:

a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan
sehingga ~memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan
pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana pemerintah daerah
untuk kepentingan masyarakat.

¢. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada
masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak
untuk  mengetahui  secara  terbuka dan  menyeluruh  atas
pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber
daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan
perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar Generasi (Intergenerational equity)
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah
penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk
membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi
yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban

pengeluaran tersebut.

Tujuan Pelaporan Keuangan
20. Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi vyang,

bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan
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21.

Pengguna Laporan Keuangan

23. Terdapat beberapa

membuat keputusan baik keputusan ekonomi, gogiy) Maupun  poljtik

4. menyediakan informasi Mmengenai apakah Penerimaan perjpde berjalan
cukup untyk membiayai selyryl, pengeluaran,

b. menyediakan Informas;j mengenai apakah cara Memperoleh sumber daya
ekonomj dap alokasinya telap Seésuai dengan angegaran vang ditetapkan

dan peraturan perundang-undangan.

€. menyediakan informasi mengenai jumilah sumber daya ekonomi vang

digunakan dalam kegiatan Pemerintah daerah serts hasil-hasi] yang telah

dicapai.

d. menyediakan informasi Mmengenai  bagaimana pemerintah daerah

mendanai seluryh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

€. menyediakan informasi mengenai  posis; Keuangan dan kondisi

pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya,
baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari

pungutan pajak dan pPinjaman.

f. menyediakan  informasi mengenai  perubahan posisi  keuangan

pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atay penurunan,

sebagai akibat kegiatan Yang dilakukan selama periode pelaporan

- o 3 : tah
Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Pemerin

s kas Pemerintah daerah.
t, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas rintah
aset,

PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI

kelompok utama pengguna laporan keuangan
€

' 5 a:
pemerintah daerah, namun tidak terbatas pad

t.
(a) masyarakat; .
(b) para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga peme

. Awnwite K'l{m
1 At P Kupn Ke
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(c) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan
pinjaman; dan
(d) pemerintah vang lebih tinggi (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Pusat).

Kebutuhan Informasi

24. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk
memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan
demikian laporan keuangan pemerintah daerah tidak dirancang untuk
memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.

25. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di
dalam laporan keuangan, pemerintah daerah wajib memperhatikan
informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan
perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

E. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

26. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatit
yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat
memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif vang
diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi
kualitas yang dikehendaki:
a) relevan
b) andal
c) dapat dibandingkan
d) dapat dipahami
Relevan
27. Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan apabila informasi

yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna

laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa
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masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi
hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi
laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan

maksud penggunaannya.

28. Informasi yang relevan harus:

a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value), artinya bahwa laporan
keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi vang
memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi
ekspektasinya di masa lalu;

b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value), artinya bahwa laporan
keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna
laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil
masa lalu dan kejadian masa kini;

c. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus
disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk
pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan; dan

d. Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah dacrah
harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup
semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan
keputusan pengguna laporan.

Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang
termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar

kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Andal

29. Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari
pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap
kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi vang,

relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka
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penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

a. Penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah
harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi
serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar
dapat diharapkan untuk disajikan;

b. Dapat diverifikasi (verifiability), artinya bahwa laporan keuangan
Pemerintah daerah harus memuat informasi yvang dapat diuji, dan
apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak vang berbeda,
hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda;

c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus
memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum
dan bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk
menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara

hal tersebut akan merugikan pihak lain.

Dapat Dibandingkan

30.

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan
lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode
sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya.
Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan
secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan
kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara
eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan
menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah daerah
akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan
akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus

diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

Dapat Dipahami

31.

Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kediri

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami
oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah

yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk
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32.

itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai

atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah daerah, serta adanya

kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

UNSUR/ELEMEN LAPORAN KEUANGAN

[Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:

()

(b)

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas
akuntansi berupa:

e Laporan Realisasi Anggaran SKPD;

e Neraca SKPD; dan

e (atatan Atas Laporan Keuangan SKPD.

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas
akuntansi berupa:

e Laporan Realisasi Anggaran PPKD;

e Neraca PPKD;

e Laporan Arus Kas; dan

e Catatan Atas Laporan Keuangan PPKD;

Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan
pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan berupa:

¢ Laporan Realisasi Anggaran ;

e Neraca;

e Laporan Arus Kas ; dan

e Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran

33.

Laporan Realisasi Anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah daerah merupakan

laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber

daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemerintah daecrah, vang

menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu

periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan
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34.

informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah daerah

secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya

menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara

legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.

Unsur vang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran

terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing

unsur didefinisikan sebagai berikut:

(a)

()

(8)

Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum
Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas
dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang
menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah daerah.

Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum
Daerah atau entitas pemerintah lainnya yang mengurangi ekuitas dana
lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas
pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana
perimbangan dan dana bagi hasil.

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran
berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama
dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus
anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman atau

hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk
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pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada

entitas lain, atau penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

Neraca

35

36.

Aset
37.

38.

Neraca SKPD/PPKD/Pemerintah daerah merupakan laporan vyang
menggambarkan posisi  keuangan SKPD/PPKD/Pemerintah daerah
mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas

dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

(a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan
dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan
dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam
satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber
daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

(b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ckonomi
pemerintah daerah.

(c) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang

merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset
tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak
langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa aliran
pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset
diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat

direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua
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39.

40.

41.

42,

43.

belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan
dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang,
dan persediaan.

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak
berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk
kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset
nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, asct tetap, dana
cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan
maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam
jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang
meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen
antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam
proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi
permanen antara lain penyertaan modal pemerintah daerah dan investasi
permanen lainnya.

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,
jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam
pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk
dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama

(kemitraan).

Kewajiban

44.

45.

Kcr.-mﬂl’.r Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemeri ntih K.Ibn__pnh'lr Kediri

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah

‘mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya

mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan
datang.
Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau

tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan,
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17.  Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah

18.

19,

rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan
Pembiayaan.

Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan
melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya
merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan
sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua
belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.

Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana
bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan wumum
daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum
daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang,
dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran

pembiayaan.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

20. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang
rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs
tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

PENGUNGKAPAN

21. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara

lain:

(a) Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan talun
berkenaan

(b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian
pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan asel

daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.
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9. AKUNTANSI ASET

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf
kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf
penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kediri.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan
akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang

harus disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

2.  Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam
laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan
basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan
pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Kebijjakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset pemerintah
daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan

aset.

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan
pengertian :
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh
pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk

sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi
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masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan
sejarah dan budaya.

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan,
dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari
12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah
atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak
yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan vang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah,
dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat
ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga
dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor
dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biava
legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan
dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
Investasi jangka panjang adalah investasi vang dimaksudkan untuk
dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan
untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak
termasuk dalam investasi permanen.

Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua

pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk

KA — 09 Akuntawsi Asel 105



meningkatkan kapasitas/eﬁsiensi, dan  atay memperpanjang umur
teknisnya dajam rangka menampah nilai-nilaj aset tersebut
Manfaat sosia] Yang dimaksud dalam kebijakan jnj adalah manfaat yang
tidak dapat diyky; langsung dengan satuan uang namun berpengaryh pada
Peningkatan pelayanan Pemerintah  padq Masyarakat Jyas Maupun
golongan Masyarakat tertenty
Metode biaya adalah Suatu metode akuntansi Yang mencatat njjy; Investasi
berdasarkan harga perolehan,
Metode ekuijtas adalah suaty metode akuntans; Yang mencatat njja;
investasi awa] berdasarkan harga perolehan, Nija; Investasi tersebu(
kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan
bersih/ ekuitas dari badan usaha penerima investagi (investee) vang terjadi
sesudah perolehan awal investasg;.
Nilai  historis adalah  jum]ap kas  atay ekuivalen  kaq vang
djbayarkan/dikeiuarkan atau nilai wajar  berdasarkan pertimbangan
tertentu untyk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.
Nilai nomina] adalah nilaj yang tertera dalam syrat berharga seperti nilaj
yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.
Nilai pasar adalah Jjumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suaty
investasi dalam Pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.
Nilai wajar adalah nilaj tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak
yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaks;i wajar.

7 I ‘ ‘a mempunvai
Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya men puny

S¢ c C } f

venture dari im-'estorn_\'a.

L da dn

modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

su a?’ l E. c s

I 5 - dalam kondisi
t perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut
saa
dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
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Masa manfaat adalah :

(a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan
dan/atau pelayanan publik; atau

(b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset
untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir

masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses

pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk

konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu

sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi

atau tujuan atau penggunaan utama.

Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk

membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan

entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak

konstruksi.

Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum

pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

Klaim adalah jumlah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja

sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan

pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

Retensi adalah jumlah termin (progress billing) vang belum dibayar hingga

pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembavaran

jumlah tersebut.

Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan vang

dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yvang belum

dibayar oleh pemberi kerja.
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KLASIFIKASI
5. Aset diklasifikasikan ke dalam :
(a) Aset Lancar;
(b) Aset Non Lancar
6. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera
untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam
waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan
setara kas. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut
diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.
7.  Informasi mengenai tanggal jatuh tempo aset seperti deposito atau piutang,
bermanfaat untuk menilai likuiditas entitas pelaporan dan menentukan

apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan non lancar

PENGAKUAN ASET
8. Aset diakui:

a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh
pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur
dengan andal.

b) pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya
berpindah.

ASET LANCAR
9. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera
untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam
waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
10. Aset Lancar terdiri dari :
a) Kas dan setara kas;
b) Investasi Jangka Pendek;
¢) Piutang; dan

d) Persediaan.
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Kas dan Setara Kas
11. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang
setiap saat dapat digunakan untuk wmembiayai kegiatan pemerintah
daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan
menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas
juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan, saldo
simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk
melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas
yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan
menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga)
bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
12. Kas antara lain terdiri dari :
a) Kas di Kas Daerah;
b) Kas di Bendahara Penerimaan;
¢) Kas di Bendahara Pengeluaran; dan
d) Kas di Badan Layanan Umum Daerah
13. Setara kas terdiri dari :
a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito dengan masa jatuh tempo 3
(tiga) bulan atau kurang;
b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid dan bebas risiko

yang signifikan dengan masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang;

Pengukuran Kas

14. Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya
disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk
valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank

sentral pada tanggal neraca.

Investasi Jangka Pendek
15. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera
diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan

beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
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16.

Investasi jangka pendek antara lain terdiri dari :

a) Deposito berjangka waktu lebih dari tiga bulan sampai dua belas bulan
dan atau yang dapat diperpanjang otomatis;

b) Surat Utang Negara (SUN) yang jatuh tempo sampai dengan 12 bulan.

c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

Pengakuan Investasi Jangka Pendek

17,

18.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka

pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :

(1) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa
potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut
dapat diperoleh pemerintah daerah dalam jangka waktu 12 (dua belas)
bulan;

(2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara
memadai (veliable).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek merupakan

reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam laporan realisasi

anggaran.

Pengakuan Hasil Investasi Jangka Pendek

19.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain
berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (cash dividend)

dicatat sebagai pendapatan.

Pengukuran Investasi Jangka Pendek

20.

21,
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Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan
obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan
investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah Komisi
perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangha
perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperolehan tanpa biaya

perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada
[0



22,

23.

tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai
wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset
lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk
nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan
sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak
memiliki pasar yang aktit dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat,
atau nilai wajar lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk

deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Penilaian Investasi Jangka Pendek

24. Penilaian investasi jangka pendek pemerintah daerah dilakukan dengan

metode biaya.

Dengan menggunakan wmetode biaya, investasi dicatat sebesar biaya
perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil
yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan

usaha/badan hukum yang terkait.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi Jangka Pendek

25.

26.

27,

Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan
pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.
Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai
penerimaan kas pemerintah daerah  dan tidak dilaporkan sebagai
pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.

Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah
dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh
dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang
dimiliki oleh pemerintah daerah.

Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen

menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknva.
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Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

29,

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah

daerah  berkaitan dengan investasi jangka pendek pemerintah daerah,

antara lain:

(1) jenis-jenis investasi,

(2) perubahan harga pasar investasi jangka pendek

(3) penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan
tersebut;

(4) investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
dan

(5) perubahan pos investasi.

Piutang

30.

31,

a2

48!
u_]

Piutang adalah jumlah vang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah
dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan wang sebagai
akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang dapat terjadi karena :

a) Pungutan pendapatan daerah

b) Perikatan

¢) Transfer antar pemerintah

d) Kerugian daerah

Piutang vang terjadi karena pungutan pendapatan daerah antara lain
piutang pajak dan piutang pendapatan daerah selain pajak.

Piutang yang terjadi karena perikatan yang meliputi pinjaman antar daerah,
perikatan jual beli, perikatan kemitraan, pemberian fasilitas/jasa, dan
transaksi dibayar di muka.

Piutang yang terjadi karena transfer antar pemerintah terjadi bila hak
pemerintah daerah atas dana transfer belum diterima oleh pemerintah
daerah baik dari pemerintah yang lebih tinggi maupun antar pemerintah

daerah.
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36.

Piutang yang terjadi karena kerugian daerah merupakan piutang atas
tuntutan ganti rugi (TGR) dan tuntutan perbendaharaan (TP).
Piutang antara lain terdiri dari :

a) Piutang Pajak;

b) Piutang Retribusi;

¢) Piutang PAD lainnya;

d) Piutang Transfer Dana Bagi Hasil;

e) Piutang Transfer Dana Alokasi Umum;

f) Piutang Transfer Dana Alokasi Khusus;

g) Bagian Lancar TPTGR

h) Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah;

i) Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
j) Piutang Dana Bergulir

k) Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum.

Pengakuan Piutang

37.

38.

39.

Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan seperti pajak

dan retribusi daerah diakui setelah diterbitkan surat ketetapan dan dicatat

sebesar nilai nominal yang tercantum dalam ketetapan yang belum dibayar.

Piutang yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan

pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai

aset di neraca, apabila memenuhi kriteria :

a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan
kewajiban secara jelas;

b) Jumlah piutang dapat diukur;

c) Telah diterbitkan surat penagihan/sejenisnya dan/atau telah
dilaksanakan penagihan;

d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

Piutang yang timbul karena transfer antar pemerintahan diakui sebagai

berikut:
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a) Piutang Dana Bagi Hasil dihitung berdasarkan realisasi penerimaan
pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah
yang belum ditransfer.

b) Piutang Dana Alokasi Umum diakui bila terdapat jumlah Dana Alokasi
Umum menurut Peraturan Presiden yang belum ditransfer, dan
Pemerintah Pusat mengakuinya dengan menerbitkan dokumen yang sah
atas hal tersebut.

¢) Piutang Dana Alokasi Khusus diakui bila terdapat klaim pembayaran
oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah
ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum

melakukan pembayaran.

Pengukuran Piutang

40. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang
yang belum dilunasi.

41. Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan disajikan
sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari
setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan yang
diterbitkan

42. Piutang yang berasal dari perikatan, disajikan sebagai berikut :

a) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan
dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai
dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban
bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya,
maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda,
commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang
terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian

penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
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43.

Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran,
maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

¢) Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang
dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d) Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah
diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi
dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima

Piutang yang berasal dari transfer disajikan sebagai berikut:

a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai
dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan
berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

b) Dana Alokasi Umum disajikan sebesar jumlah yang belum diterima,
dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat;

¢) Dana Alokasi Khusus disajikan sebesar klaim yang telah diverifikas:

dan disetujui oleh Pemerintah Pusat yang belum diterima.

Pengungkapan Piutang

44. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai
akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan
Keuangan. Informasi dimaksud berupa:

a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan
pengukuran piutang;
b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat
kolektibilitasnya;
c) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di Pemerintah Daerah atau
sudah diserahkan penagihannya kepada pihak lain;
d) Jaminan atau sita jaminan jika ada.
Persediaan
45. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan

yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintal
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46.

47.

48.

49.

50.

daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud :

(a) barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka
kegiatan operasional pemerintah daerah;

(b) bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses
produksi;

(c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat;

(d) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah daerah.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan

untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor,

barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang

bekas pakai seperti komponen bekas.

Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga

meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku

pembuatan alat-alat pertanian.

Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan,

contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

Dalam hal pemerintah daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan

strategis seperti cadangan energi (misalnya minvak) atau untuk tujuan

berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang

dimaksud diakui sebagai persediaan.

Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.

Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca,

tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola

dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan,

tidak dimasukkan sebagai persediaan.
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Persediaan antara lain terdiri dari :

a) Persediaan alat tulis kantor;

b) Persediaan alat listrik;

c) Persediaan material/bahan;

d) Persediaan benda pos;

e) Persediaan bahan bakar; dan

f) Persediaan bahan makanan pokok.

g) Persediaan material lainnya.

h) Barang hasil proses produksi yang belum selesai

i) Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

) Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

Pengakuan Persediaan

Do,

56.

57,

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan
diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat
diukur dengan andal.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau
penguasannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil

inventarisasi fisik (stock opname).

Pengukuran Persediaan

58.

59,

60.

Persediaan disajikan sebesar :

(1) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

(2) biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

(3) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti
donasi/rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan,

biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat

dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya

yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang

terakhir diperoleh.
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61.

62.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk
dijual, seperti karcis pajak daerah, karcis retribusi daerah dan karcis
pendapatan lainnya yang masih berlaku pada tahun anggaran yang akan
datang, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan
persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yvang dialokasikan
secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat
penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan
menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar
aset atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan

berkeinginan melakukan transaksi wajar.

Pengungkapan Persediaan

64.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan

persediaan adalah sebagai berikut :

a)  kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;

b)  penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan
yang digunakan dalam pelayanan wmasyarakat, barang atau
perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang
disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada wmasyarakat, dan
barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk
dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

c) kondisi persediaan.

ASET NON LANCAR

INVESTASI JANGKA PANJANG

65.

066.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki
selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya
terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi

permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk
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67.

dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen adalah
investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara
tidak berkelanjutan

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki
terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik
kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan
investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan,
dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk

memperjualbelikan atau menarik kembali.

Pengakuan Investasi Jangka Panjang

68.

69.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka

panjang apabila memenuhi salah satu kriteria :

a) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa
potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut
dapat diperoleh pemerintah;

b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara
memadai (reliable);

c) Dimaksudkan untuk dimiliki untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua
belas) bulan.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai

pengeluaran pembiayaan.

Investasi Non Permanen

70.

71,

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
Investasi non permanen antara lain dapat berupa :

a) Pembelian Surat Utang Negara;

b) Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah

c) Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
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pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat
pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

¢) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama
untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

83. Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

1) kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;

2) kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan hurang dari 20%
tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode
ekuitas;

3) kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;

4) kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih
yang direalisasikan.

84. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham
bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode
penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh
(the degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-
ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara
lain:

(@) kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;

(b) kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;

(c) kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan dircksi
perusahaan investee;

(d) kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara  dalam

rapat/ pertemuan dewan direksi.

Pengakuan hasil Investasi
85. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal
pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya,

dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.
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untuk dividen dalam bentyk saham yang diterima akan menambah nilai
investasi pemerintah daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan

fumlah yang sama.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi

87.  Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan
pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.

88.  Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai
penerimaan pembiayaan,

89. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu vang dimiliki pemerintah daerah
dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh
dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham vang
dimiliki oleh pemerintah daerah.

90. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permancen
menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

Pengungkﬁpan rintal
91. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintc
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DANA BERGULIR DAN PIUTANG DANA BERGULIR
92, Dana bergulir/piutang dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan
untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat vyang bertujuan

meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Klasifikasi
93. Dana bergulir dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu :

1) Dana Bergulir yang hakekatnya merupakan piutang (Piutang Dana
Bergulir) ; merupakan piutang atas pemberian dan bergulir yang
mekanisme pemberiannya harus melalui proses penganggaran APBD
selanjutnya penagihan dan penyetorannya dilakukan mclalui Rekening
Kas Daerah

2) Dana Bergulir; merupakan dana bergulir yang dikelola oleh SKPD/
BLUD vyang penyaluran dan penagihannya langsung digulirkan ke
masyarakat tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah

94. Penyaluran piutang dana berguliv maupun penyaluran dana bergulir untuh

pertama kalinya dianggarkan sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengakuan Dana Bergulir/Piutang Dana Bergulir
95. Dana bergulir/Piutang Dana bergulir diakui pada saat dana tersebut
dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah untuk digulirkan/diserahkan kepada

masyarakat

Pengakuan Bunga Dana Bergulit/Piutang Dana Bergulir
96. Bunga atas dana bergulir/piutang dana bergulir diakui sebagai pendapatan

asli daerah lainnya
Pengukuran Dana Bergulir/Piutang Dana Bergulir

97.  Dana bergulir dan Piutang Dana Bergulir disajikan di neraca sebesar nilai

bersih yang dapat direalisasikan.
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98. Yang dimaksud dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah
menyajikan dana bergulir/piutang bergulir sebesar perolehan dikurangi

dengan piutang/dana bergulir yang diragukan dapat ditagih.

Penyajian Dana Bergulir/Piutang Dana Bergulir

99. Piutang dana bergulir yang penyaluran dan penagihannya harus melalui
rekening kas umum daerah melalui penganggaran APBD disajikan sebagai
piutang lainnya sebesar jumlah yang jatuh tempo dalam 12 (dua) belas
bulan sejak tanggal pelaporan.

100. Piutang dana bergulir yang jatuh tempo di atas 12 bulan yang
penyalurannya dan penagihannya melalui rekening kas wmum daerah
disajikan sebagai investasi jangka panjang non permanen lainnya.

101. Dana bergulir yang penagihannya dan penyalurannya dilakukan oleh
SKPD/BLUD tanpa melalui rekening kas wmum daerah disajikan
seluruhnya sebagai investasi jangka panjang non permanen.

102. Informasi berikut disajikan dalam catatan atas laporan keuangan
berkaitan dengan dana bergulir/piutang dana bergulir:

a) Dasar Penilaian Dana Bergulir

b) Jumlah Dana Bergulir yang Tidak Tertagih dan Penyebabnya

¢) Besar Suku Bunga yang dikenakan

d) Saldo awal danabergulir/piutang dana bergulir,
penambahan/pengurangan dan dan saldo akhir

e) Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana

bergulir.

ASET TETAP

103. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari
12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah
atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum

104. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau
fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Aset Tetap terdiri dari :
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105.

106.

107.

108.

a. Tanah;

b. Peralatan dan Mesin;

¢. Gedung dan Bangunan;

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan;

e. Aset Tetap Lainnya;

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Tanah yang dikelompokan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau
diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional
pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah
termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan
jaringan.

Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi
satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang
dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya vang
dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh
karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak
memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah
memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan
prinsip-prinsip vang ada pada kebijakan ini.

Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat; alat angkutan; alat
bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat
studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat
laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran;
alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alal
keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang
masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap
digunakan.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang
dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan

operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan
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109.

110.

111.

112.

bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen;
bangunan menara; dan rambu-rambu.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan vang
dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam
kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara
lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun
ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi,
dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan
dalam akun tanah.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke
dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk
kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset
tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan
barang bercorak seni/budaya/ olah raga.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam
proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun
seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin,
gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya
yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu
periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak
konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu.
Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode
akuntansi.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah
tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnva

sesuai dengan nilai tercatatnya

Pengakuan Aset Tetap

113.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu asel harus berwujud dan
memenuhi kriteria :
(1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

(2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
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114.

115.

116.

(3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

(4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

(5) Nilainya sama atau melebihi jumlah batas kapitalisasi.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh
pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan
dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau
diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya
berpindah.

Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti
bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan
secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan
bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti
secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang
diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses
jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka
aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan
atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembavaran

dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengukuran Aset Tetap

117. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap

118.

119

dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai asel
tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau
nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada
saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi
dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau
konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat

diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi
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yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan vyang

dimaksudkan.

120. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah :
(a) biaya persiapan tempat;
(b) biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar

muat (handling cost);

(c) biaya pemasangan (installation cost);
(d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
(e) biaya konstruksi; dan
(f) biaya kepanitiaan.

Pengukuran Aset Tetap

121. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan
mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya vang
dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan,
pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai
tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang,
terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut
dimaksudkan untuk dimusnahkan

122. Biava perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran
yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut
sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biava
pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk
memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap
digunakan

123. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai.
Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi,
termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

124. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biava

vang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai
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125.

126.

127.

128.

129,

130.

131.

siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan
biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi
tersebut siap pakai

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya vang
dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai

Biaya administrasi dan umum yang terkait langsung dengan perolehan aset
tetap diperlakukan sebagai komponen biaya aset tetap sepanjang biaya
tersebut diatribusikan secarva langsung pada biaya perolehan aset tetap
atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

Contoh biaya administrasi dan umum yang dapat diatribusikan secara
langsung ke dalam aset tetap adalah honorarium kepanitiaan lelang,
honorarium panitia penerima/pemeriksa barang, biaya-biaya lclang,
perjalanan dinas terkait pengadaan aset, biaya asuransi, dan sejenisnya.
Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan
aset tetap dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dapat dilakukan secara
proporsional dengan nilai aset, atau dengan membagi secara pro rata
dengan jumlah aset yang diadakan, atau dengan membebankan kepada aset
tertentu yang material.

Atribusi biaya umum dan administratif yang terkait langsung dengan aset
tetap mempertimbangkan biaya dan manfaat pelaporan. Misal biava panitia
lelang yang merupakan gabungan dari berbagai macam pengadaan barang
modal  yang jika harus diatribusikan ke masing-masing aset tetap
jumlahnya tidak material dan menimbulkan kesulitan dalam pelaporan,
maka dapat diatribusikan ke aset-aset tertentu yang memiliki nilai material
vang dominan dalam pengadaan tersebut sepanjang tidak menyesatkan
pembaca laporan

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola
ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Setiap potongan dagang/rabat dikurangkan dari harga pembelian
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